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BUPATI BUTON,

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor ..... Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Atas

bt

THe

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20135;

. Pasal 18 aya: (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 29 Tshun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat 11 di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) ;

. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telak diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan
Atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyslenggaraan Negara yang Dersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 fentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahar

Lembaran Negara Republik Inconesia Nomor 4286);
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Uindang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahzn
Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang - Undang Nomeor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dzn Tanggung Jawab Kcuaﬁgan Negara (Lembarin Negara Republk

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tamhshan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44007;

. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembarun Negara Republik Indoncsia Nomor 4421);

. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintzhan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4438 ;

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambzhan Lembaran Negara Republik Indoaesia Nomor 5049);

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peranran Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);

Undang - Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nonor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintehan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Alas Peraluen Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggots Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomer 47, Tanbalian Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomer 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan: Keuangen Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negari Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ([2mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomer 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 4575);
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Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Kcuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Noupor
138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sehagaimana tzlah diubah denpan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Ferubahun Atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daersh (Lembaran Negara Repuhlik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Dagrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nemor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 635 Tahun 2005 tenteng Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daersh (Lembaran Negara
Republik [ndenesia Nomor 4593):

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelzporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahsen Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor 5165);

- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (I .embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Talwn 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Repuoblik Indonesia Nomor 5272);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomar 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Perauran Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daergh; : :

. Peraturan Daerah Kahupaten Ruton Nomor 16 Tahun 2014 tantang Anpgaran Pendapatan dan Belanjo Doeran Tahun Anggaran 2015 (Lembaran

Daerah Kabupaten Buton Tahun 2014 Nomor 100 );

- Peraturan Dacrah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015

(Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2015 Nomor 106 ); -
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77. Peraturan Daerah Kabupaten Buion Nomer ...... Tahun 2016 tentang Pertanggungjzwaban Atas Peluksunaan Anggaran Pendapatan dan Belanjn
Dacrah Tahun Anggaran 2015;
28. Peraturan Bupati Buton Nomor 20 Takun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

29. Peraturan Bupati Buton Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
Pasal 1
Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2015, terdin atas :
a. Pendapatan
1. Pendapatan Asli Daersh Rp 24.453.392.981 46
2. Dana Perimbangan Rp  407.089.184.516,00
3. Lain - Lain Pendapatan Yang Sah Rp 173.060.877.707,00
Jumlah Pendapatan Rp 604.603.455.204.46
bh. Belanja
|. Belanja Tidak Langsung
a) Belanja Pegawai Rp  296.847.245328,00
b) Belanja Bunga Rp 1.740.516.846,00
¢) Belanja Subsidi Rp -
d) Belanja Hibah Bp 12.993.376.000,00
¢) Belanja Dantuan Sosial Rp 258.614.700.0C
f) Belznja Bagi Hasil Ep -
¢) Relanja Bantuzn Keuangan Rp 36.430.219.728,00
h) Belanja Tidan Terduga Ro 547.154 410,00

Rp 348.817.127.012,00
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2. Belanjs Lanpsung
a) Belania Pegawai Rp 23.857.145.250 .00
b) Belanja Barang dan Jasa Rp £8.303.462.467.00
¢} Belanja Modal Rp 271.951.019.341 .00
_Rp 384.111.627.058.,00
3. Belanja Transfer / Bagi Hzsil Pendapatan ke Desa
a) Bagi Hasil Pajak ke Nesa Rp
b) Bagi Hesil Retribusi ke Desa Rp
c) Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Desa Rp
d) Bantuan Keuangan ke Desa (ADD) Rp
R}; -
Jumliah Relanja Rp 732.928.754.070,00
Surplus / {Defisit) Rp (128.325.298.865,54)
¢. Membiayaan
1. Penerimaan Rp 218.681.589.977.36
2. Pengeluaran Rp 600.660.292,00
Jumlah Pembiayaan Neto Rp 218.080.929.685,36
Siza [ ehih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp  89.755.630.819.82
Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal | tercantum dalam [Lampiran { Perataran Bupeti ini.
"Paysal 3
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud delam Pasal | dirinci lebih lanjut ke dalam penjaharan laporan realisasi anggaran.
Fasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran schagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tereantum dalam Lampiran Il Peraturan Bupati ini.
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Pasal 5
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan begian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Buton ini.
Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulei berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahtiinya, memerintahkan pengundangan Peramran Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton,

Ditetapkandi  Pasarwajo
padatanggal & AGeST2S 2016

B!JP%TI BUTON,

SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

Miundaagkan di Pasarwajo
nada tanggal 2 AGasnas 2016

Plt. SEKRETARIS DARRAH KABUPATEN BUTON,
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Pasal §
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak tespisahkan dari Peraturan Bupati Buton ini.
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pera:uran Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton,

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 2016

BUPATI BUTON,

SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 2016

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

KASIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2016 NOMOR

---------






